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INTISARI

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan
percepatan pendaftaran tanah telah melaksanakan pensertipikatan massal
melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di
Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo dengan target 5.000 bidang tanah,
dapat terselesaikan sebanyak 5.053 bidang tanah. Dalam penyelesaanya
terdapat kendala-kendala yang dihadapi, yaitu keterbatasan waktu dalam
menyelesaikannya, satgas yuridis dari kemitraan desa atau tenaga lokal
yang belum mengetahui tata cara pendaftaran tanah dan kelambatan
pengumpulan berkas permohonan dari masyarakat. Atas dasar hal tersebut
diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul " Pelaksanaan
Pensertipikatan Tanah melalui Program Pengembangan Kebijakan dan
Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ". Perumusan
penelitiannya yaitu apakah kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan program
LMPDP di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul
sudah sesuai dengan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 dan kendala-kendala
yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi deskriptif.Data
yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan
data yang digunakan dengan wawancara.kuisioner dan dokumen kemudian
dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mencari persamaan dan
perbedaan antara pelaksanaan program LMPDP dengan PMNA/KBPN NO.3
Tahun 1997 untuk dianalisis diberikan penilaian dan disimputkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program LMPDP di
Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul belum
sepenuhnya sesuai dengan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997, ketidaksesuaian
terdapat pada susunan satgas yuridis dan penyuluhan. Kendala-kendala
yang dihadapi meliputi kendala intern yaitu waktu yang ditetapkan dirasa
kurang bagi Panitia Ajudikasi dan satuan tugas yuridis yang berasal dari
kemitraan desa atau tenaga lokal yang belum megetahui tata cara
pendaftaran tanah.Upaya yang dilakukan dengan memperpanjang waktu
yang telah ditetapkan dan membimbing secara terus menerus kepada satgas
yuridis yang berasal dari kemitraan desa atau tenaga lokal, agar tidak
mengalami kesulitan dalam pengambilan data yuridis. Kendala ekstern yaitu
kelambatan dalam pengumpulan bukti kepemilikan tanah dari masyarakat.
Upaya yang dilakukan dengan bekerjasama dengan kelompok masyarakat
dan pemerintah desa untuk mendatangi pemilik tanah sehingga persyaratan
dapat dipenuhi/dilengkapi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sarana utama untuk memenuhi kebutuhan

hidup manusia yang utama, baik sebagai tempat menjalani kehidupan,

sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat untuk kehidupan

bermasyarakat. Semua orang menginginkan dapat menguasai tanah

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai hak yang

dilindungi secara hukum terhadap bidang tanah yang dikuasainya.

Permasalahan pertanahan yang sering timbul adalah adanya

ketidakpuasan tentang pemegang hak, luas bidang, letak dan batas-

batas kepemilikan. Hal ini timbul karena orang yang secara nyata

menguasai suatu bidang tanah belum tentu orang yang berhak atas

bidang tanah tersebut, dan letak serta batas-batas bidang tanah yang

ada/ditunjuk oleh orang yang menguasainya belum tentu merupakan

letak/batas-batas yang sebenarnya.

Setiap orang mendambakan kehidupan yang aman dan tenteram

atas kepemilikan tanahnya, sehingga semakin menyadari akan

pentingnya jaminan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah yang

dimilikinya. Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang



Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang intinya adalah untuk

menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksana kegiatan

pendaftaran tanah tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional beserta

seluruh aparatnya baik di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen

Pertanahan atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Land

Management and Policy Development Project (LMPDP) yaitu salah satu

kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan

Nasional yang dibiayai oleh Bank Dunia.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang diberi

wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi

pertanahan berusaha secara terus menerus untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Usaha yang dilakukan antara lain dengan

meningkatkan pelayanan dalam rangka pendaftaran tanah untuk

memberikan kepastian hukum hak atas tanah.

Kegiatan pendaftaran tanah, dalam perkembangannya

mengalami perubahan peraturan. Tahun 1961 kegiatan pendaftaran

tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1961 (selanjutnya ditulis PP Nomor 10 Tahun 1961) tentang Pendaftaran

Tanah yang diberlakukan sejak tanggal 23 Maret 1961. Dalam

perkembangannya, PP tersebut dipandang tidak dapat sepenuhnya



mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan

nasional, maka pada tahun 1997 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24

tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah. PP 24/1997

beriaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 1997. Dalam

ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PP Nomor 10 Tahun 1961

masih tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 24

tahun 1997. Untuk melaksanakan PP 24/1997 tersebut, maka diterbitkan

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah selama ini masih banyak

mengalami kendala yang dirasakan bagi masyarakat seperti

keterbatasan waktu, biaya, serta masih kurangnya kesadaran untuk

mendaftarkan atau mensertipikatkan tanahnya. Hal ini disebabkan

kebanyakan masyarakat mempunyai anggapan bahwa dengan

memegang surat-surat tanah seperti surat jual beli, surat hibah.girik atau

letter C, akta peralihan yaitu akta jual beli, akta hibah sudah merupakan

tanda bukti hak yang kuat. Keadaan yang demikian dikemudian hari

akan menjadi sumber yang dapat menimbulkan berbagai masalah-

masalah pertanahan seperti penyerobotan tanah, spekuiasi,

manipulasi,. oleh karena itu apabila terjadi sengketa di pengadilan

pemilik tanah yang sebenarnya akan dirugikan dikarenakan tidak dapat



menunjukkan surat bukti kepemilikan yang kuat menurut peraturan

perundang-undangan yang beriaku.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul di dalam

mewujudkan program persertipikatan tanah secara massal telah

melaksanakan kegiatan Program Pengembangan Kebijakan dan

Manejemen Pertanahan Tahun Anggaran 2006 dengan target 15.000

bidang, sedangkan realisasi sertipikat yang diterbitkan sejumlah 15.116

bidang. Beriokasi di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Karangmojo (Desa

Bejiharjo, Ngipak, Ngawis, Kelor, Jatiayu) dan Kecamatan Ngawen (Desa

Watusigar). Desa-desa yang dijadikan pilihan lokasi Program

Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan (LMPDP) karena

sebagian besar bidang tanahnya yaitu 1. Belum bersertipikat dan 2.

Antusiasme serta respon aparat desa dan masyarakat sangat tinggi.

Adapun kondisi wilayahnya merupakan daerah pertanian. Pendidikan

dan pendapatan masyarakat relatif rendah dengan profesi rata-rata

sebagai petani dan tenaga buruh. Hal tersebut diperoleh dari laporan

akhir proyek LMPDP Desa Bejiharjo dan hasil wawancara kepada panitia

ajudikasi.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan dan

Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo

Kabupaten Gunungkidul dengan target yang ditetapkan 5.000 bidang,

sedangkan realisasinya melebihi dari target yaitu 5.053 bidang, namun

dalam pelaksanaannya harus memperpanjang waktu selama 1 (satu)



bulan untuk menyelesaikannya dari target waktu yang ditetapkan yaitu

bulan desember 2006. Sedangkan satgas yuridis yang berasal dari

kemitraan desa atau tenaga lokal belum mengetahui tata cara

pendaftaran tanah, serta kelambatan pengumpulan persyaratan

permohonan pendaftaran tanah dari peserta Program Pengembangan

Kebijakan dan Menejemen Pertanahan. Hal tersebut akan

mempengaruhi kelancaran pendaftaran tanah sistematik melalui program

LMPDP di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo

Usaha untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan

Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan

(LMPDP) di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo dengan Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997, maka perlu diadakan penelitian pelaksanaan Program

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan (LMPDP). Oleh

karena itu peneliti mengambil judul "Peleksanaan Pensertipikatan Tanah

melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan

di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten GunungkidulL

Propinsi Daerah latimewa Yogyakarta".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka

masalah yang dirumuskan penulis adalah :



1. Apakah kesesuaian pelaksanaan Program Pengembangan kebijakan

dan Menejemen Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan

Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dapat ditelusuri melalui

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 ?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya

dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui program LMPDP?

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah dan agar tidak keluar dari ruang lingkup

penelitian, maka penyusun perlu membatasi penelitian yang akan diamati

sebagai berikut:

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pensertipikatan

massal melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen

Pertanahan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten

Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan

pada tahun 2006.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Program

Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan di Desa

Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul



Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PMNA/KBPN

Nomor 3 tahun 1997.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan Program LMPDP dan penyelesaiannya.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kantor

pertanahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendaftaran

tanah pada umumnya dan pendaftaran tanah secara massal

melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Menejemen

Pertanahan pada khususnya.

b. Sebagai masukan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya pada Progam

Pengembangan Kebijakan dan Menejemen Pertanahan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik

suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan persertipikatan tanah melalui program LMPDP

yang dilaksanakan di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 belum sesuai dengan

PMNA/KBPN No.3 tahun 1997, yaitu dalam palaksanaan program

LMPDP satgas yuridis terdiri dari 5 orang dari pegawai BPN dan 5

orang dari kemitraan desa atau tenaga lokal, penyuluhan dilaksanakan

oleh panitia ajudikasi. Walaupun pelaksanaannya tidak sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada PMNA/KBPN No 3 tahun

1997, namun hasil dari pelaksanaan persertipikatan tanah melalui

program LMPDP tahun anggaran 2006 dapat dirasakan oleh

masyarakat Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo. Sertipikat hak

atas tanah telah dimiliki oleh masyarakat Desa Bejiharjo dengan cara

yang mudah, cepat dan murah.

2. Kendala pelaksanaan persertipikatan tanah melalui program LMPDP

tahun anggaran 2006 di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo

target waktu yang ditetapkan dirasa kurang bagi Panitia Ajudikasi,

sedangkan solusi pemecahannya dengan menambah waktu selama
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1(satu) bulan dan Panitia Ajudikasi bekerja sampai larut malam untuk

menyelesaikannya. Satgas yuridis yang berasal dari kemitraan desa

atau tenega lokal juga merupakan kendala intern karena mereka

belum mengetahui tata cara pendaftaran tanah, sedangkan solusi

pemecahannya dengan membimbing secara kontinue agar tidak

mengalami kesulitan dalam pengambilan data yuridis oleh Ketua

Ajudikasi dan wakil-wakilnya. Kendala yang lain adalah kelambatan

pengumpulan persyaratan atau bukti kepemilikan dari masyarakat,

sedangkan solusi pemecahannya dengan bekerja sama dengan

kelompok masyarakat dan pemerintah desa untuk selalu mendatangi

pemilik tanah sehingga persyaratan dapat dipenuhi/dilengkapi.

B. Saran

Walaupun pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui program

LMPDP Tahun Anggaran 2006 di Desa Bejiharjo Kecamatan

Karangmojo Kabupaten Gunungkidul berjalan sesuai dengan waktu yang

ditentukan dan melebihi dari target, namun guna menambah

kesempurnaan dan kelancaran pelaksanaan pensertipikatan tanah

melalui program LMPDP dimasa datang, maka penulis perlu

menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Sebaiknya para satgas baik satgas yuridis maupun satgasadministrasi

yang berasal dari pegawai BPN maupun dari kemitraan desa atau

tenaga lokal perlu diadakan diklat atau kursus-kursus mengenai
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pendaftaran tanah, karena belum tentu seorang pegawai BPN

menguasai dalam pendaftaran tanah apalagi tenaga kemitraan desa

atau tenaga lokal. Dengan pembekalan pengetahuan tentang

pendaftaran tanah maka diharapkan pelaksanaan pensertifikatan

tanah melalui program LMPDP masa datang akan lebih baik.

2. Sehubungan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik

melalui program LMPDP menurut tahun anggaran yaitu dari bulan

januari sampai bulan desember, maka sebaiknya pelaksanaan

pensertipikatan tanah melalui program LMPDP diusahakan pada

bulan januari telah mulai dilaksanakan, agar Panitia Adjukasi tidak

merasa kekurangan waktu dalam menyelesaikan target yang telah

ditentukan.

3. Kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan pensertfikatan tanah melalui program LMPDP hendaknya

disikapi dengan bijaksana dan tetap mengacu pada ketentuan-

ketentuan hukum yang beriaku dalam menyelesaikan setiap masalah,

sehingga dalam penyelesaian target yang besar jangan sampai

menimbulkan permasalahan yang besar dimasa yang akan datang.
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